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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Ganja, merupakan tanaman yang sejak dahulu sudah digunakan untuk 

pengobatan. Hingga saat ini sudah terdapat penelitian-penelitian oleh negara 

lain yang membuktikan bahwa ganja memiliki manfaat untuk pengobatan. 

Bertolak belakang dengan sejarah dan hasil penelitian di dunia, Indonesia 

hingga kini masih belum melakukan penelitian tentang manfaat ganja, 

terlebih lagi sudah terdapat kasus Fidelis Ari yang dihukum karena telah 

menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya. Undang-undang yang ada di 

Indonesia meskipun telah memungkinkan untuk menindak lanjuti 

penggunaan ganja untuk pengobatan, namun pemerintah Indonesia masih 

belum melakukan tindak lanjut untuk itu. Meskipun kedepannya akan tetap 

ada penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman terhadap pengguna 

ganja untuk pengobatan, namun langkah pemerintah yang tidak melakukan 

perubahan terhadap aturan mengenai ganja bukan merupakan pelanggaran 

hak asasi manusi. Langkah pemerintah Indonesia tetap dianggap belum 

mencerminkan pemenuhan hak asasi manusia yang diakui melalui Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 

Hak Asasi Manusia secara maksimal, khususnya hak untuk hidup, hak untuk 

mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh manfaat ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Langkah pemerintah Indonesia yang tidak 

merubah Undang-Undang Narkotika, dianggap belum mengedepankan 

terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutukan 

pengobatan dengan ganja. Hal tersebut tidak mengedepankan hukum yang 

progresif. Undang-Undang Narkotika yang masih tidak diubah menjadikan 

hakim akan tetap menghukum para pengguna ganja untuk pengobatan 

kedepannya. Hakim seharusnya menggunakan penemuan hukum yang 

berlandaskan hukum progresif demi mengedepankan keadilan dan 
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kesejahteraan bagi masyarakat. Hakim juga seharusnya memperhatikan 

paham sifat melawan hukum dalam arti material yang mengkategorikan 

bahwa tindakan penggunaan ganja untuk pengobatan tidak merupakan 

melawan hukum karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di 

masyarakat. 

 

2. Perbuatan penggunaan ganja untuk pengobatan yang dilakukan Fidelis Ari 

dapat dikategorikan sebagai noodtoestand. Perbuatan yang telah 

digolongkan sebagai noodtoestand tersebut menjadikannya seharusnya 

tidak dipidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis Ari juga apabila 

ditinjau dari paham sifat melawan hukum dalam arti material, tidak 

merupakan perbuatan melawan hukum karena meskipun perbuatan tersebut 

telah memenuhi rumusan tindak pidana, namun perbuatan tersebut tidak 

bertentangan dengan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat 

umum. Perbuatan Fidelis Ari juga tidak memili sikap batin yang jahat, 

sehingga berdasarkan “actus non facit reum nisi men sit rea” (an act does 

not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy), bahwa 

perbuatan Fidelis Ari tidak dipidana. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan 

dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran yang terkait dengan 

masalah, yaitu yang pertama dibutuhkannya penelitian mengenai manfaat 

ganja untuk kepentingan pengobatan agar dapat dijadikan dasar dalam 

perubahan Undang-Undang Narkotika. Kedua, hakim dalam memutus perkara 

seharusnya tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, karena perubahan 

dalam masyarakat akan selalu lebih cepat dibandingkan perubahan hukum, 

sehingga hakim seharusnya mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. 

Ketiga, diperlukannya cara berpikir hukum progresif bagi hakim, agar keadilan 

dan kesejahteraan masyarakat secara luas dapat dikedepankan. 
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